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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak
Pidana Pembunuhan dengan studi kasus penembakan oleh orang tidak dikenal di
arena sabung ayam desa Lantek, Galis, Bangkalan. Tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui perlindungan hukum bagi korban tindak pembunuhan di arena sabung
ayam, dimana kasusnya telah berlangsung tiga tahun tanpa adanya perkembangan
signifikan dari penyidikan. Penyidik sudah memeriksa 29 (dua sembilan) saksi dari
penonton dan masyarakat sekitar lokasi sabung ayam, tetapi tidak ada yang bisa
memberikan keterangan konkret sehingga kepolisian belum menetapkan tersangka.
Kondisi ini menjadi pertanyaan mengenai pemenuhan hak-hak korban, mengingat
perlindungan hukum merupakan amanat konstitusi tepatnya Pasal 28D UUD 1945.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti merumuskan dua pertanyaan pokok:
Pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana
pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam, Desa Lantek, Galis,
Bangkalan; kedua, bagaimana upaya penegak hukum dalam menyelesaikan kasus
pembunuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau yang
biasa disebut dengan penelitian hukum lapangan. Penelitian hukum empiris
mengkaji sebuah efektivitas hukum di suatu tempat (actual behavior). Sedangkan
pendekatan penelitian menggunakan yuridis-empiris yang akan menganalisis data
dan sumber yang diperoleh. Teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini
adalah teori viktimologi, dimana di dalamnya akan menganalisis tentang korban
secara khusus kenapa ia bisa menjadi korban serta perlindungan hukum bagi
korban. Perlindungan hukum bagi korban pidana sangatlah penting karena
mencakup hak dan keadilan serta proses hukum itu sendiri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap
korban dan keluarganya belum terlaksana secara maksimal. Hak-hak korban
sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban maupun Pasal 28D UUD 1945 tidak terpenuhi.
Selanjutnya, upaya kepolisian dalam penyelesaian kasus ini terhambat oleh
kurangnya alat bukti, minimnya saksi yang bersedia memberikan keterangan tanpa
rasa takut, serta lamanya proses penyidikan yang mengakibatkan stagnasi perkara.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik dari sisi perlindungan hukum
korban dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian, keduanya belum memberikan
hasil yang maksimal sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Viktimologi, Tindak Pidana Pembunuhan



ABSTRACT

This research examines legal protection for victims of murder with a case study of
a shooting by an unidentified perpetrator at a cockfighting arena in Lantek Village,
Galis, Bangkalan. The case has remained unresolved for more than three years,
showing no significant progress in the investigation process. This raises serious
concerns about the fulfillment of the rights of the victim and their family,
considering that legal protection is a constitutional mandate. Based on this
background, the study formulates two main questions. first, how is legal protection
provided to victims of murder by an unknown perpetrator at the cockfighting arena
in Lantek Village, Galis, Bangkalan; and second, what efforts have been made by
law enforcement to resolve the case.

This study employs an empirical legal research method with a juridical-
empirical approach. Data were collected through interviews with the victim's
family and the Bangkalan Police, supported by legal literature and relevant
regulations. The analysis uses a descriptive approach to illustrate the reality of
legal protection in practice. Victimology theory is applied as the analytical
framework, emphasizing the importance of understanding the position of victims in
criminal acts and ensuring the fulfillment of their rights both preventively and
repressively.

The findings of this study indicate that legal protection for the victim and
their family has not been implemented effectively. The rights of victims guaranteed
under Law No. 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims as
well as Article 28D of the 1945 Constitution have not been fulfilled. Furthermore,
the efforts of the Bangkalan Police in resolving the case are considered inadequate,
as the investigation is hindered by a lack of evidence, uncooperative witnesses, and
prolonged stagnation in the investigation process. Thus, it can be concluded that
both legal protection for victims and law enforcement efforts have not achieved
optimal results in accordance with principles of justice and human rights
protection.

Keywords: Legal Protection, Victimology, Murder
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan
serius yang berdampak pada rendahnya kepercayaan publik. Tidak jarang
suatu proses hukum atau peradilan, terutama ranah pidana dinilai tidak
mencerminkan asas keadilan. Kondisi ini tentu diperparah dengan
banyaknya kasus korupsi, pencurian, dan pembunuhan, yang tidak
terselesaikan secara tuntas sehingga menimbulkan lemahnya hukum di
masyarakat. Seharusnya hukum menjadi patokan utama bernegara, agar
meraih keadilan dan kesejahteraan, bukan sebaliknya. Hukum terkadang,
hanya dipahami peraturan formal yang kehilangan kekuatannya. Hal ini
selaras dengan pandangan Satjipto Rhardjo yang mengatakan bahwa hukum
seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga harus

menjadi sarana dalam memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.'

Fenomena lemahnya penegakan hukum di Indonesia sangat
memengaruhi pada perlindungan korban tindak pidana. Misal dalam kasus-
kasus tertentu, korban justru menjadi orang yang paling dirugikan hak-
haknya. Padahal dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
telah menjamin bahwa setiap individu berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

' Marfuatul Latifah,”Citra Penegakan Hukum di Indonesia”, Info Singkat, Vol.15:23
(2023), him. 7.



sama di depan hukum. Oleh karenanya, posisi korban harus menjadi perhatian

utama dalam sistem peradilan pidana.?

Peristiwa tindak pidana pembunuhan, menjadi persoalan yang kompleks
karena berkaitan dengan hilangnya nyawa korban yang berarti palaku sudah
menghilangkan hak asasi paling fundamental, serta tindakan ini akan menyebabkan
penderitaan bagi keluarga korban. Pada posisi ini, hukum pidana adalah hukum
yang mencari kebenaran materil harus menjadi rambu-rambu setiap individu agar

tidak mudah menghilangkan hak asasi manusia yang lain.

Berbicara hukum pidana, pidana berasal dari kata straf (Belanda) yang
memiliki arti hukuman atau penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.
Menurut Moeljatno hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang
berlaku di suatu negara, dengan dasar menentukan perbuatan mana yang dilarang
dan boleh untuk dilakukan. Kemudian terdapat sebuah hukuman bagi yang

melanggar.’

Hukuman pidana memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Efek jera
Wayne R. Lafave berpendapat bahwa salah satu tujuan pidana adalah
sebagai deterrence effect (efek jera) agar pelaku kejahatan tidak
melakukan kejahatan kembali.

b. Edukasi

2 Anang Dony Irawan, dkk, “Perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Pemerintah pada Masa
Pandemi COVID-19”, Citizenship Virtues, Vol. 1:1 (2021), hlm. 2.
3 Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), him. 1.



Tujuan dari pidana juga mengedukasi kepada masyarakat mana
perbuatan yang baik, dan mana yang buruk. Perbuatan yang buruk harus
diberikan hukuman pidana.

c. Pengendali sosial
Menurut Lafave, pengendali sosial merupakan salah satu tujuan pidana,
dimana pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahayanya bisa

tidak berdampak pada masyarakat. *

Sejalan dengan itu, Tappan mendefinisikan kejahatan sebagai suatu
perbuatan sengaja atau melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk
pembelaan diri dan pembenaran dari negara. Sederhananya, kejahatan
adalah tindakan atau perilaku yang dikenai sanksi secara resmi oleh negara.
Dari tindakan atau perbuatan tersebut dibedakan menjadi dua macam delik,
yaitu delik formil dan delik materil. Delik formil menitikberatkan pada
tindakan yang dilakukan, sedangkan delik formil lebih kepada akibat dari
suatu perbuatan pidana. Contoh delik formil seperti yang terdapat dalam

Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Contoh delik materiil seperti dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang Siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.’

4Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2016) hlm. 42-44.
> Ibid, hal. 134-137.



Pelaku kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum
pidana harus dijatuhi hukuman seadil-adilnya. Namun dalam kenyataannya,
proses penegakan hukum seringkali menghadapi rintangan. Hal ini tidak
menjadi alasan tidak tegaknya hukum pidana sebagaimana adagium hukum
yaitu fiat justitia ruat caelum (hendaklah keadilan ditegakkan walaupun
langit akan runtuh). Apalagi Indonesia merupakan negara hukum

sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.°

Sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mewajibkan setiap tindakan
harus berlandaskan hukum yang berkeadilan, bukan karena faktor lain yang
merugikan individu lain. Terlebih dalam perkara pidana, dimana kebenaran
materil menjadi tujuan utama. Maka kesalahan dalam menjatuhkan putusan
dapat menimbulkan kerugian besar. Dalam konteks hukum pidana

perlindungan hukum merupakan elemen penting.’

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bentuk pengayoman
atau pelayanan terhadap setiap individu yang dirugikan hak-haknya
sebagaimana dijamin oleh hukum. Maka perlindungan hukum menjadi
sangat penting bagi korban tindak pidana, karena sejak awal hak asasinya
telah direnggut oleh pelaku kejahatan. Perlindungan hukum tentu tidak
hanya terhadap korban, perlindungan saksi juga harus diperhatikan oleh

negara, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

6 https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-1t624ebfa5a3b7e/
diakses pada kamis, 27 juni 2024 pukul 19.18.

7 Adry Liberty Simorangkir, “Upaya Kepolisian Dalam Pemberdayaan Korban Guna
Penyelesaian Perkara Pidana”, skripsi, hal. 17.


https://www.hukumonline.com/klinik/a/rule-of-law-di-indonesia-lt624ebfa5a3b7e/

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, menurut dalam Undang-Undang
ini harus ada keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar bisa

mendapatkan hak-hak yang tertuang dalam Undang-Undang ini.®

Kajian ilmu hukum pidana, spesifikasi korban kejahatan merupakan
bagian dari ilmu viktimologi, dimana memiliki konsekuensi logis bahwa
perlindungan korban dalam pidana harus integral dengan keseluruhan dari
sistem dan proses peradilan yang ada sebagaimana Kongres PBB VII/1985
di Milan (tentang “The prevention of Crime and Treatment of Offenders™).
Berarti keadilan dan kepastian hukum dari sebuah hukum harus terlaksana

dengan sebaik-baiknya, meskipun korban sudah meninggal dunia.’

Saksi juga termasuk salah satu kunci dari alat bukti dalam proses
peradilan pidana sebagaimana dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana. Saksi memiliki dampak yang sangat besar karena
menyangkut kebenaran materil dari suatu kasus pidana dari tentang atas apa
yang ia lihat, dengar dan rasakan. Jadi bisa dikatakan apabila perlindungan
hukum terhadap saksi lemah, proses peradilannya tidak akan berjalan

sebagaimana mestinya (adil).!

8 Sri Hartini, dkk,”Perlindungan Hukum Terhadap Korban Oleh Kepolisian Dalam Hukum
Acara Pidana”, Yustitusi, Vol.9:2 (2022), him.3.
? Lilik Mulyadi,”Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Kejahatan dari Perspektif Sistem
Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, hlm. 1-2.
10 Fariaman Laia, “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan
Pidana di Indonesia”, Panah Keadilan, Vol.1:1 (2022), hlm. 29.



Kewajiban untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana hanya dapat terlaksana dengan adanya kerjasama antara tiga
komponen yaitu negara, penegak hukum, dan masyarakat. Misalnya tindak
pidana pembunuhan, apabila komponen di atas bekerjasama dengan baik,
proses peradilan pidana akan menjadi efektif.!! Salah satu faktor penting
adalah keberanian dari seorang penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan
advokat) serta kesediaan masyarakat yang mengetahui peristiwa di tempat
kejadian perkara (TKP) untuk memberikan kesaksian. Namun terkadang
integritas seseorang luntur disaat berhadapn dengan adanya intervensi, baik
dalam bentuk iming-iming materi maupun suatu ancaman yang dapat

mengancam keselamatan jiwa.

Kasus pembunuhan yang hingga kini belum menemukan kepastian
hukum adalah kasus penembakan oleh seorang pelaku yang belum juga
terungkap siapa pelakunya.'> Dalam kasus ini banyak memiliki kejanggalan
dan hambatan yang berat, dimana disaat ingin di usut oleh kepolisian kepada
saksi-saksi di tempat tidak ada yang secara jelas memberikan keterangan.
Kasus ini adalah kasus pembunuhan (MN) pada saat ia berada di arena

sabung ayam desa Lantek, Galis, Bangkalan.

Kronologi kasus ini terjadi pada bulan oktober 2022, bermuara dari

korban datang dari desanya yakni Dabung, kecamatan Geger, sebuah

! Fariaman Laila, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan”, Syntax
Idea, vol.3, no. 4, April 2021.
2https://regional. kompas.com/read/2022/10/13/081128778/kronologi-penembakan-pria-
di-arena-sabung-ayam-di-bangkalan diakses pada tanggal 7 Maret 2024.



https://regional.kompas.com/read/2022/10/13/081128778/kronologi-penembakan-pria-di-arena-sabung-ayam-di-bangkalan
https://regional.kompas.com/read/2022/10/13/081128778/kronologi-penembakan-pria-di-arena-sabung-ayam-di-bangkalan

kecamatan sebelah utama Galis menuju lokasi sabung ayam bersama teman-
temannya sekitar jam 10-an pagi. Kejadian pembunuhan terjadi sekitar
pukul 16-an sore. Setalah kejadian pembunuhan, Kapolsek Galis datang
untuk melakukan TKP setelah memperoleh laporan dari masyarakat sekitar.
Kemudian dilanjut proses ini menuju penyidikan oleh Polres Bangkalan.
Namun, sampai sekarang penyidikan mengalami kendala dimana bukti-
bukti yang dikumpulkan masih lemah. Jadi belum bisa dilimpahkan ke

kejaksaan Bangkalan.

Padahal kasus ini terbilang lama, dan tentu kepolisian perlu
proporsionalitas dalam rentang waktu penyidikan karena dalam hukum
pidana memiliki daluarsa penuntutan. Jika pembunuhan biasa,
daluwarsanya 12 (dua belas) tahun, jika pembunuhan berencana
daluwarsanya 20 (dua puluh) tahun.?® Oleh sebab itu, tentu penyidik harus
memberikan target lama penyidikan agar keadilan bagi korban bisa tercapai.
Selain itu, kepolisian memang memiliki kewajiban sebagaimana dalam
Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan
masyarakat, menegakkan hukum, terutama bagi tindak pidana seperti
pembunuhan. Berdasar pada itulah penulis tertarik untuk melakukan
penelitian  tentang “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP

KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS

13 Pasal 78 KUHP.



PENEMBAKAN OLEH ORANG TIDAK DIKENAL DI ARENA

SABUNG AYAM DESA LANTEK, GALIS, BANGKALAN)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang rumusan masalah di atas, dapat dijadikan
rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana Pembunuhan oleh orang tidak dikenal di arena sabung ayam
desa Lantek, Galis, Bangkalan?

2. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap penyelesaian kasus tindak
pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang didapatkan oleh
korban penembakan di arena sabung ayam Desa Lantek, Galis,
Bangkalan

2. Menganalisis sejauh mana upaya yang telah dilakukan oleh penegak
hukum terhadap penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan oleh
orang tidak dikenal di arena sabung ayam Desa Lantek, Galis
Bangkalan

Berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis



Penelitian ini bermanfaat bagi para akademis dalam memahami
bagaimana suatu perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan
dalam kasus pembunuhan oleh orang tidak dikenal

b. Manfaat Praktis
Penelitian ini memiliki manfaat dalam menjabarkan proses serta upaya
penegak hukum dalam memberikan hak-hak korban tindak pidana

pembunuhan oleh orang tidak dikenal yang belum terpenuhi

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelitian terdahulu, ternyata tidak
ditemukan hal-hal substansial yang sama seperti penulis bahas. Maka dari
itu, penulis akan memaparkan beberapa karya tulis ilmiah orang lain untuk
menghindari adanya plagiasi yang membahas perlindungan hukum terhadap
korban pembunuhan.

Karya Nur Rima dkk yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap
Perlindungan Hukum Korban Penusukan dalam Peradilan Pidana. Karya ini
berbicara terkait perlindungan hukum korban penusukan.'* Pada karya
ilmiah ini penulis berfokus pada kajian perlindungan yang disediakan oleh
hukum Indonesia. Dimana dalam pidana tidak diatur secara jelas tentang

suatu tindakan yang berupa penusukan.

“Nur Rima, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana
Penusukan dalam Peradilan Pidana”, Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 2:1 (2021) hlm.1.
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Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) menyatakan bahwa korban
adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian
ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Terdapat hak pada korban
yang harus dipenuhi sebagai bentuk perlindungan hukum seperti dalam
Pasal 5 ayat (1) UU PSK menyatakan bahwa korban memperoleh
perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda, serta bebas dari
ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, atau sedang, atau
telah diberikannya. Jika korban tersebut sudah meninggal maka
perlindungannya berupa proses dan pembuktian yang harus berjalan dengan
adil dan lancar. Perbedaan karya ilmiah ini dengan skripsi penulis terletak
pada fokus penelitiannya, dimana karya Nur Rima ini hanya pada
perlindungan apa yang harus diberikan negara sedangkan penulis juga fokus
pada suatu proses peradilan macet apakah akibat dari tidak terpenuhinya
hak-hak hukum yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum.

Selanjutnya karya ilmiah Fariaman Laila yang berjudul Perlindungan
Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan.”” Karya ini membahas
terkait perlindungan hukum seorang yang, sedang atau sesudah menjadi
saksi di pengadilan. Karya ini berfokus terhadap suatu bentuk-bentuk
perlindungan hukum bagi saksi pada kasus pembunuhan. Pada kasus-kasus

pembunuhan, seseorang enggan menjadi saksi karena melihat ancaman

15 Fariaman Laila, “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan”, Syntax
Idea, Vol. 3: 4 (2021).
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yang akan didapatkan. Maka dari itu perlindungan terhadap saksi harus
diperhatikan betul oleh negara sesuai dengan UU PSK. Dalam tulisan ini
pula membahas hambatan-hambatan dari faktor internal dan eksternal.
Karya ini berbeda dengan fokus pembahasan penulis karena penulis selain
berfokus pada perlindungan terhadap saksi, juga korban dan nasib proses
peradilan yang seharusnya diberikan oleh penegak hukum sesuai dengan
studi kasus yang penulis ambil yaitu pembunuhan oleh orang tidak dikenal
di arena sabung ayam daerah kecamatan Galis Bangkalan.

Terdapat karya skripsi Muhammad Hafidz Burhanul Muttaqi yang
berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana
Pembunuhan.'® Skripsi ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap
tersangka pembunuhan, dimana putusan pengadilan memutus tidak terbukti
bersalah (salah tangkap). Proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian
dengan melakukan penyiksaan inilah yang harus diperhatikan oleh hukum.
Skripsi ini memiliki perbedaan objek fokus penelitian dimana, skripsi ini
lebih kepada perlindungan hukum di waktu proses penyidikan karena rentan
terjadi siksaan sedangkan tulisan penulis lebih kepada perlindungan hukum
terhadap korban yang proses peradilan belum menemukan kepastian.

Skripsi Ubed Abdilah Syafii yang berjudul Perlindungan Hukum Oleh

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya

16 Muhammad Hafidz Burhanul Muttagqi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka
Tindak Pidana Pembunuhan”, skripsi, Universitas Borneo Tarakan (2021).
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Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap Kejahatan.!”
Skripsi berfokus pada peran Lembaga Perlindungan Hukum Saksi dan
Korban namun terkhusus pada seorang justice collaborator dalam aspek
melindunginya baik fisik atau non fisik. Justice collaborator ditujukan
untuk mengungkap sebuah tindak pidana melalui dari seorang pelaku
kejahatan atau tersangkanya untuk dijadikan saksi. Skripsi ini juga
membahas implikasi apa yang akan diperoleh dari adanya perlindungan
hukum terhadap peran justice collaborator dalam mengungkap suatu
kejahatan. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada objek
penelitian yaitu peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap
seorang pelaku kejahatan yang berperan menjadi justice collaborator.
Sedangkan skripsi peneliti berfokus pada perlindungan hukum terhadap
korban serta upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus
pembunuhan yang belum terungkap pelakunya.

Karya ilmiah Mursito yang berjudul Perkembangan Perlindungan
Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana.'® Karya ilmiah ini membahas
tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana di Indonesia yang
telah mengalami perkembangan signifikan dengan adanya regulasi yaitu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban. Penelitian ini spesifik pada perkembangan regulasi dan

17 Ubed Abdilah Syafii, “Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK) dan Implikasinya Terhadap Peran Justice Collaborator Dalam Mengungkap
Kejahatan”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo (2023).

18 Mursito, Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana,
Judge, Vol. 5:2 (2024).
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implementasi regulasi yang sudah mengalami kemajuan, namun masih
terdapat kendala dalam implementasinya, serta membahas sebuah
perbandingan dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa, Australia, dan Afrika Selatan dimana negara-negara ini lebih unggul
dalam hal fleksibilitas, pendanaan, dan integrasi dukungan psikososial,
meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kendala dan tantangan sesuai
realitas di negara tersebut. Perbedaan dengan skripsi penulis adanya fokus
pembahasan dimana karya ilmiah ini fokus kepada perkembangan regulasi
dan peningkatan koordinasi antar lembaga. Sedangkan skripsi penulis
berfokus pada kajian lapangan tentang perlindungan hukum kepada korban
pembunuhan dan penegakan hukumnya stagnan di penyidikan selama

bertahun-tahun.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan satu teori dalam membedah penelitian ini yakni
teori viktimologi. Istilah viktimologi berasal dari bahasa latin yang terdiri
dari dua kata yakni victima yang berarti korban dan /ogos menunjuk kata
ilmu. Secara terminologi para ahli memberikan pengertian sebagai ilmu
tentang korban, yaitu suatu studi secara khusus membahas korban dalam
tindak pidana.'” Ruang lingkup dari viktimologi sangat luas, yaitu meliputi
bagaimana seseorang menjadi korban atau viktimisasi yang bukan hanya

kejahatan, melainkan juga akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, atau bisa

19 Budi Sastra Panjaitan, Pandangan Advokat Terhadap Perbuatan Pidana dan Korban,
(Banyumas: Amerta Media, 2022), hlm. 9.
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dikatakan tidak adilnya lembaga negara dalam mengadili sebuah
kejahatan.”® Tujuan dari ilmu viktimologi tidak hanya sekedar membahas
ilmu tentang korban, tetapi juga bagaimana bisa memberikan solusi
alternatif agar tidak timbul perbuatan pidana dengan memahami dan
memposisikan diri sebagai korban.?!

Berbicara tentang korban, undang-undang telah memberikan hak-hak
mulai dari sebelum peradilan sampai setelahnya. Hak-hak para korban
menurut Van Boven yaitu hak atas keadilan, dan hak reparasi (pemulihan),
yakni hak yang menuju pada segala jenis pemulihan baik material atau non
material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak ini sudah
termuat dalam instrumen hak asasi manusia yang berlaku sampai
yurisprudensi komite hak asasi manusia internasional. Melalui pernyataan
ini, dalam realitasnya, para penegak hukum tidak boleh hanya sebatas
meletakkan korban sebagai saksi, kepentingan hukuman sesuai dengan
KUHP, lebih dari pada itu korban harus dipandang sebagai suatu yang
sangat mempengaruhi proses peradilan. Jika tidak ada perlindungan baginya
baik yang berbentuk pemulihan dan pengawasan sampai kasus tuntas, bisa
saja peradilan tidak berjalan dengan semestinya, atau bisa dikatakan
mengingkari hak-hak korban tindak pidana. Apalagi korban sudah
meninggal dunia, maka perlindungan terhadap keluarga yang ingin

menuntut.

20 Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, cet.
ke-5 (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 22.

2 Ibid.
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Selanjutnya perlindungan hak-hak korban kejahatan secara teoritis ada

dua model pengaturan yakni: satu, model hak prosedural; dua, model

pelayanan.

1.

Model hak prosedural; korban diberikan kewenangan untuk berperan
aktif dalam proses penyelesaian pidana, seperti hak untuk mengadakan
tuntutan pidana, membantu jaksa dalam proses peradilan serta hak
untuk mengadakan perdamaian. Apabila, korban sudah meninggal
maka semua ini bisa dilimpahkan kepada keluarga korban sampai ranah
pemberian restitusi.

Model pelayanan; korban dalam hal ini harus dipandang secara khusus
dimana pelayanan perkara pidana sehingga mendapatkan keadilan,

standar bentuk pembinaan korban, dan pelayanan keamanan.

Korban dan Peradilan Pidana memiliki hubungan erat. Hubungan

tersebut tercermin dalam empat hal sebagai berikut:

a. Korban

Tidak dapat disangkal bahwa korban harus mengetahui segala hak
serta tata cara memperoleh hak tersebut. Oleh karenanya, salah satu
upaya pasti yang harus dilakukan pemerintah atau lembaga yang
bersangkutan mengadakan sosialisasi tentang hak dan perlindungan
bagi korban. Untuk mencapai ini semua, keberanian dan kepedulian
dari ahli waris terutama hak-hak hukumnya. Mengenai apa yang
dimaksud oleh ahli waris bisa merujuk pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 yang berbunyi “Orang yang
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mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai
hubungan perkawinan atau orang yang menjadi tanggungan saksi
dan/atau korban”.
b. LPSK
Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Tahun 2008, LPSK adalah
lembaga yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan
hak-hak kepada saksi dan/atau korban.
c. Penegak Hukum
Selain korban dan ahli waris, APH mulai dari penyidik kepolisian,
jaksa penuntut umum, jaksa agung, hakim dan pengadilan adalah
bagian penting yang harus ikut serta berperan dalam pemenuhan hak-
hak korban.
d. Masyarakat
Masyarakat sipil maupun yang terbentuk dalam serikat seperti LSM dan
sejenisnya mempunyai peran yang tidak kalah penting dengan tiga
elemen di atas. Melalui konsolidasi yang terbentuk ke dalam aksi
solidaritas sangat mempengaruhi jalannya suatu pemenuhan hak-hak

korban.®

F. Metode Penelitian

22 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, (Jakarta: Sinar Grafika,
2011), hlm. 22-14.
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1. Jenis Penelitian

Penentuan sebuah jenis penelitian sangat penting, dimana jenis
penelitian termasuk pisau analisis yang ingin digunakan dalam
menganalisis pelaksanaan riset. Oleh karenanya, jenis penelitian harus
tepat — sesuai sasaran pada riset.

Ditinjau dari jenis penelitian ini, penulis menggunakan jenis
penelitian empiris atau biasa disebut jenis penelitian lapangan. Jenis
penelitian ini bisa diaplikasikan terhadap efektivitas hukum yang sedang
berlaku di masyarakat.

Penelitian hukum empiris mengkaji sebuah hukum yang
dikonsepsikan perilaku masyarakat secara nyata (actual behavior),
dimana hal ini menjadi gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis.
Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian yang
menganalisis bekerja dan berdampak hukum dalam kehidupan
masyarakat.* Dalam jenis penelitian ini, data yang diperoleh melalui
lembaga dan masyarakat sebagai sumber utama dengan penelitian
lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara.

Peneliti dalam penelitian ini turun langsung ke lapangan untuk
melakukan wawancara terhadap istri korban (NH) di desa Dabung,
Geger, Bangkalan dan Satreskrim Polres Bangkalan (MN).

2. Pendekatan Penelitian

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020),
hlm.&0.
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Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan
rumusan dan tujuan penelitian itu sendiri, serta bagaimana urgensi
penggunaan jenis penelitian dalam menganalisis data penelitian. Peneliti
menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Pendekatan
yuridis-empiris adalah upaya untuk menggali kejelasan dari sebuah
pemahaman yang diperoleh dari permasalahan berdasarkan realitas
yang ada. Pendekatan penelitian ini mengkaji tentang keberlakuan,
pelaksanaan dan efektivitas hukum di masyarakat. Pendekatan yuridis-
empiris dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian dalam
rangka pengamatan atau wawancara untuk memperoleh data yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.?*

3. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data sebagai berikut:
a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari sumber asli. Dalam

hal ini, hasil wawancara sesuai dengan kebutuhan penelitian, dimana

sumber datanya diperoleh melalui keluarga korban, dan Satreskrim

Polres Bangkalan.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua dari

data primer atas berbagai literatur bacaan yang relevan dengan

24 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), him. 84.
25 Gunardi, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), hlm. 74.
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penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang Peraturan Pemerintah
Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Peraturan
Polri Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012
tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Restitusi, dan
Bantuan Kepada Saksi dan Korban, jurnal hukum, dan website berita
online.?
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar mendapatkan data yang

valid, yaitu sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara
Wawancara adalah sebuah teknik pengumpulan data yakni dengan
tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber
untuk memperoleh informasi. Wawancara merupakan bagian
penting dalam penelitian terutama dalam penelitian hukum empiris.

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak bisa

26 Jonaedi Efendi, dkk. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta:
Kencana, 2018), hlm. 149.
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di dapatkan melalui pengamatan. Karena hal tersebut, isi pertanyaan
harus sesuai pokok penelitian.?’

Dalam melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu sudah
mempersiapkan daftar pertanyaan secara sistematis kepada keluarga
korban dan Satreskrim Polres Bangkalan terkait pembunuhan yang
terjadi di arena sabung ayam Desa Lantek dengan cara tanya-jawab
secara langsung. Adapun instrumen yang digunakan oleh peneliti
menggunakan alat tulis dan alat rekam untuk mencatat serta
merekam semua keterangan yang disampaikan oleh keluarga korban
dan Satreskrim Polres Bangkalan.

Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono, teknik dokumentasi adalah sebuah cara
pengumpulan data dalam bentuk buku, dokumen, arsip, catatan
angka dan foto untuk keperluan penelitian. Teknik ini memiliki
fungsi melengkapi metode dari wawancara. Dalam penelitian ini

mengumpulkan dokumen tertulis dan gambar.?®

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penelitian yang berupa kajian atau

telaah terhadap hasil dari pengolahan data yang dianalisis dengan teori-

teori yang didapatkan sebelumnya. Secara sederhana, analisis data juga

disebut sebagai telaah yang menambah, memberi komentar, mendukung

27 Sigit Sapto Nugroho, dkk. Metode Riset Hukum, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm.

66.

28 Hani Subakti, dkk, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Media Sain Indonesia,

2023), hlm. 91.
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atau mengkritik suatu hasil kesimpulan dari hasil penelitian dengan
pikirannya sendiri.”? Analisis data juga bisa dikatakan sebagai sebuah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga
sangat mudah untuk dipahami dan temuannya bisa diinformasikan
kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan
data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan pemilihan mana yang
penting untuk dipahami.’* Dalam penelitian ini menggunakan teknik
analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan
informasi.

Berdasarkan sifatnya, analisis data ini menggunakan analisis
deskriptif. Maksudnya adalah penulis menganalisis data untuk
memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian.
Dalam hal ini, penulis tidak melakukan justifikasi terhadap hasil

penelitian tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dalam
menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, oleh karenanya
penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini 5 (lima) bab

dengan sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

2 Ibid, hal. 93-94.
30 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, cet. ke-19 (Bandung:
Alfabeta Bandung, 2013), him. 44.
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Bab Pertama, berisi tentang penjelasan latar belakang masalah yang
diangkat dari penelitian atau masalah yang akan dianalisis, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika dalam
penulisan ini.

Bab Kedua, berisi tentang telaah pustaka atau pendalaman teori yang
digunakan. Dalam bab dua ini berisi telaah tentang perlindungan hukum,
korban tindak pidana pembunuhan, dan viktimologi.

Bab Ketiga, berisi kronologi kasus pembunuhan, upaya-upaya yang
dilakukan oleh keluarga dan Kepolisian Bangkalan, serta hambatan-
hambatan yang dialami baik sebelum dan sedang proses penyidikan.

Bab Keempat, berisi inti dari penelitian umum dimana dalam bab ini
akan menjabarkan hasil dari penelitian, kemudian akan disesuaikan dengan
sub bab sebelumnya.

Bab Kelima, berisi penutup bab, yakni bab akhir dari penelitian yang
berisi kesimpulan serta saran. Saran bertujuan kepada pihak terkait agar
masalah yang dibahas dan sebuah anjuran kepada peneliti selanjutnya di

masa mendatang.
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BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Penembakan
Oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek, Galis,
Bangkalan) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa
perlindungan hukum belum terlaksana secara maksimal karena
sampai sekarang pelakunya belum terungkap, dan tidak ada
bantuan hukum apa pun.

Perlindungan hukum bagi korban pembunuhan terhenti
karena akibat dari kurangnya upaya Kepolisian Bangkalan.
Perlindungan hukum berdasar prinsip viktimologi, harus
menghasilkan proses hukum yang memihak kepada korban,
pemenuhan hak-haknya, pengayoman kepada keluarga korban
agar tidak menjadi korban kedua (second victimology). Second
victimology menjadi bukti kurangnya perlindungan hukum dari
negara kepada warga negaranya.

2. Bahwa upaya penegak hukum mulai dari penyidikan dan
penyelidikan oleh kepolisian mengalami stagnasi selama tiga
tahun. Penyebab utamanya adalah kurangnya alat bukti, tidak

adanya saksi kunci dan tidak ada alat bukti lainnya, dengan
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disertai melemahnya komitmen Polres Bangkalan dalam
menindak kasus ini.

Berdasarkan pembahasan di atas menghasilkan bahwa
selama ini yang dilakukan oleh kepolisian Bangkalan untuk
mengungkap kasus ini tidak berpihak kepada korban.
Pengakuan kepolisian yang mengklaim telah mengantongi
nama pelaku namun belum melakukan tuntutan lebih lanjut
menimbulkan pertanyaan lebih dalam mengenai efektivitas
penyidikan dan komitmen dalam menegakkan keadilan bagi
korban. Klaim atas “sudah maksimalnya penyidikan” berdasar
teori viktimologi harus dibuktikan dengan fakta dan
keberpihakan pada korban. Hambatan-hambatan ini tidak bisa
dikategorikan sebagai alasan untuk agar bisa dianggap sebagai

profesionalisme instansi.

Terdapat saran dari penulis sebagaimana berikut:

1. Pembuat Undang-Undang dalam hal ini DPR sebaiknya merevisi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban agar memuat pasal tentang korban pembunuhan,

sehingga bisa memperoleh perlindungan hukum dari LPSK dan

korban memperoleh keadilan lebih layak.

2. Perlu ada ketentuan sanksi secara spesifik penyidikan terutama

apabila penyidikan terlalu lama seperti dalam kasus ini, yakni
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sampai tiga tahun. Ketentuan ini bisa dimuat dalam Peraturan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

. KOMPOLNAS harus turun langsung untuk melakukan
pengawasan kepada penyidik dalam kasus pembunuhan ini agar

kinerja penyidik bekerja dengan maksimal.
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PEDOMAN WAWANCARA

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan
Oleh Orang Tidak Dikenal di Arena Sabung Ayam Desa Lantek,
Galis, Bangkalan

a. Menurut anda bagaimana kronologi kasus yang terjadi pada suami ibu

b. Adakah dokumentasi terkait kejadian ini yang dipegang oleh ibu

c. Bagaimana proses hukum yang terjadi untuk mencar dan mengadili
pelaku ini

d. Apakah ibu merasa trauma dengan adanya kasus ini?

2. Upaya Kepolisian Bangkalan Terhadap Penyelesaian Kasus Tindak
Pidana Pembunuhan Oleh Orang Tidak Dikenal Di Arena Sabung
Ayam Desa Lantek, Galis Bangkalan

a. Bagaimana kronologi kasus penembakan di Arena sabung ayam
desa Lantek Galis Bangkalan?

b. Bagaimana perkembangan kasus tersebut?

c. Perlindungan Hukum apa saja yang telah diberikan kepada korban?

d. Apa saja kendala untuk menyelesaikan kasus ini?

€. upaya apa saja yang telah dilakukan selama ini dari pihak

kepolisian?
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